






































































Satuan Kerja 

Urut Kerja 

Jenis Pelayanan 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SLPIL KOTA 

PEK.ALONGAN 

BID ANG PELA YAN AN PEN CAT AT AN SIPIL 

PERUBAHANSTATUSKEWARGANEGARAAN 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 
Kelahiran; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

1 0.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 



NO. KOMPONEN 

2. Persyaratan 

3. Prosedur 

URAIAN 
1) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA 

menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia: 
a. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang 

pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
bukum tentang perubahan status kewarganegaraan 
dengan menunjukkan yang asli; 

b. Berita acara pengucapan sumpah atau pemyataan janji 

setia; 
c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli; 
d KK asli; 
e. KTP-el asli; dan 
f. Fotokopi Dokumen Perjalanan (Paspor) dengan 

menunjukkan yang asli. 
2) Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi 

WNA: 

a. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

yang 
bidang 

hukum tentang perubahan status kewarganegaraan 
dengan menunjukkan yang ash~ 

b. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang 
dimiliki; dan 

c. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 
dengan menunjukkan yang asli. 

a. Pemohon datang ke Dindukcapil membawa persyaratan 
lengkap dan benar; 

b. Pemohon mengisi formulir dan diserahkan ke petugas untuk di 
checklist; 

c. Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa data apabila 
berkas belum lengkap dan tidak benar maka akan dikembalikan 
ke pemohon, jika sudah lengkap dan benar maka didaftar dan 
diregistrasi pada buku bantu registrasi serta memberi tanda 
terima pengambilan pada pemohon; 

d. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas ke Operator untuk 
mencetakkan catatan pinggir pada kertas sebagai draft untuk di 
verifikasi terlebih dahulu oleh kepala bidang; 

e. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memverifikasi 
ulang catatan pinggir pada kertas, jika belurn benar maim akan 
dikembalikan untuk diperbaiki dan dicetakkan ulang oleh 



NO. 

4. 

5. 

6. 

7. 

KOMPONEN 

Waktu Pelayanan 

Biaya Pelayanan 

Produk Pelayanan 

Pengelolaan 

Pengaduan 

URAIAN 

operator, jika sudah benar maka akan dibubuhi paraf kemudian 
diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan; 

f. Jika Kepala Dinas tidak menyetujui draft catatan pinggir maka 
draft akan dikembalikan kepada Kepala Bidang kemudian 
diteruskan kepada operator untuk diperbaiki, jika Kepala Dinas 
telah menyetujui draft catatan pmggu maka akan 
membubuhkan tanda tangan pada catatan pinggir kemudian 
diserahkan kepada operator; 

g. Kepala Bidang menugaskan operator untuk mencetakkan 
kembali draft catatan pinggir yang telah disetujui oleh kepala 
dinas menjadi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran asli 
yang telah diserahkan oleh pemohon sebagai kelengkapan 
berkas permohonan saat pendaftaran; 

h. Operator menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah 
diberi catatan pinggir kepada kepala bidang untuk dibubuhi 
paraf; 

i. Kepala Bidang mengajukan kutipan akta kelahiran yang ada 
catatan pmggrrnya tersebut kepada Kepala Dinas untuk 
ditandatangani; 

J. Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir kutipan akta 
kelahiran kemudian menyerahkan kutipan akta kelahiran 
kepada petugas pengambilan; 

k. petugas pengambilan menyerahkan kutipan akta kelahiran yang 
telah bercatatan pinggir kepada pemohon dengan sebelumnya 
meminta tanda terima pengambilan dari pemohon dan tanda 
tangan dari pemohon pada buku bantu pengambilan sebagai 
bukti bahwa kutipan akta kelahiran telah diambil; 

l. petugas pengambilan mengars1p berkas pennohonan dan 
menyerahkan draft catatan pinggir yang telah disetujui oleh 
kepala dinas kepada petugas arsip untuk ditempelkan pada 
register akta kelahiran. 

6 (Enam) hari seminggu, Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja 
- Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 
- Jumat Pukul 08.00 s.d. 10.30 WIB 
- Sabtu Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB 

Gratis 

Kutipan Akta Kelahiran dengan catatan pinggir 

a. Pengaduan Langsung 
I. Telepon (0285) 422814 
2. Pengaduan langsung kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota 

Pekalongan atau Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan 
Sipil - n. Majapahit No. 18 Pekalongan 

b. Penyampaian Pengaduan 
1. Penyampaian Pengaduan Langsung. 

a) Pemohon menyampaikan Pengaduan langsung ke 
petugas 



NO. KOMPONEN URAlAN ,, 

b) Petugas merespon Pengaduan pemohon sampa1 
mendapatkan solusi 

c) Apabila petugas tidak dapat menyelasaikan masalah, 
maka Pengaduan diteruskan ke Tim Pengaduan 

d) Tim Pengaduan menyelesaikan permasalaban sampa1 
tuntas dan mendapatkan solusi 

2. Penyampaian Pengaduan Melalui Media. 
a) Pelanggan menyampaikan Pengaduan bisa melalui: 

1) website: h!!Q://disdukcagil.~kalongankota.go.id 
2) email : pengaduan.dukcagil3375@gmail.com 
3) twitter: disdukcapilkotapkl 
4) instagram : disdukcapilkotapkl 
5) facebook : Disdukcapil Kota Pekalongan 
6) whatsapp : 085640557650 

b) Pengaduan disampaikan ke Tim Pengaduan dijawab 
maksimal 1 x 24 jam 

c) Jawaban disampaikan melalui media yang dipakai oleh 
para pemohon/ sms/ telepon/ media sosial. 

d) Apabila belum bisa selesai maka pemohon bisa 
bertemu langsung dengan Tim Pengaduan sampat 
mendapatkan solusi. 

8. Sarana dan 1. Meja Kerja 

Prasarana 2. Kursi Tamu 

9. Kompetensi 1. S1 

Pelaksana 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 
3. Memiliki pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

10. Pengawasan Internal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekalongan 

11. J umlah Pelaksana 6 ( enam) orang 

12. Jaminan Pelayanan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya 

13. Jaminan Keamanan 1. Lingkungan aman 

dan Keselamatan 2. Kondisi ruangan nyaman 

Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan 



Satuan Kerja 

Unit Kerja 

Jenis Pelayanan 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA 
PEKALONGAN 
BID ANG PELA YANAN PEN CAT AT AN SIPIL 
PENERBIT AN KEMBALl AKTA PENCA TAT AN SIPIL 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 
Kelahiran; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri R1 Nomor 108 Tahun 2019 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftamn 
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor I Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 



NO. KOMPONEN 

2. Persyaratan 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

Prosedur 

Waktu Pelayanan 

Biaya Pelayanan 

Produk Pelayanan 

Pengelolaan 

Pengaduan 

URAIAN 

a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kantor Kepolisian, jika 
hilang; 

b. Kartu Keluarga; 
c. Fotocopy KTP-el Pemohon atau Orangtua; 
d. Fotocopy Akta Pencatatan Sipil (jika masih ada copy aktanya); 
e. Kutipan Akta Pencatatan Sipil asli jika penggantian dua 

bahasa; 
f. Kuti pan Akta Pencatatan Sipil asli jika rusak; 
g. SPTJM Dokumen dikuasai pibak yang bersengketa; 
b. Fotocopy Paspor/Kitas/Kitap/ dokumen 1m1gras1 bagi 

WNAdengan menunjukkan yang asli; 
1. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang menguasakan; 

a. Pemohon datang ke Disdukcapil membawa persyaratan 
lengkap dan benar, 

b. Pemohon mengisi formulir,dan diserahkan ke petugas untuk 
dicek. 

c. Petugas pendaftaran memverifikasi data apabila berkas belum 
lengkap dan tidak benar maka akan dikembalikan ke pemohon, 
jika sudah benar didaftar; 

d. Petugas menyerahkan berkas ke operator; 
e. Operator mencetak kutipan akta pencatatan sipil; 
f Operator menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil ke Kepala 

Bidang; 
g. Kepala Bidang memverifikasi data, jika sudah sesuai diparaf, 

jika belum sesuai dikembalikan ke operator untuk diperbaiki; 
h. Kepala Bidang mengajukan kutipan akta pencatatan sipil ke 

Kepala Dinas untuk ditandatangani; 
1. Kepala Dinas memberikan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ke 

petugas pengambilan; 
J. Petugas pengambilan menyerahkan Kuti pan Akta Pencatatan 

Sipil kepada pemohon. 

6 (Enam) hari seminggu, Penyelesaian 5 (lima) bari kerja 
- Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 s.d. 14.00 W1B 
- Jumat Pukul 08.00 s.d. 10.30 W1B 
- Sabtu Pukul 09.00 s.d. 12.00 W1B 

Gratis 

Kutipan Aleta Pencatatan Sipil 

a. Pengaduan Langsung 
1. Telepon (0285) 422814 
2. Pengaduan langsung kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota 

Pekalongan atau Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan 
Sipil - JI. Majapahit No. 18 Pekalongan 

b. Penyampaian Pengaduan 
1. Penyampaian Pengaduan Langsung. 

a) Pemohon menyampaikan Pengaduan langsung ke 



NO. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

KOMPONEN 

Sarana dan Prasarana 

Kompetensi 
Pelaksana 

URAIAN 

petugas 
b) Petugas merespon Pengaduan pemohon sampai 

mendapatkan solusi 
c) Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, 

maka Pengaduan diteruskan ke Tim Pengaduan 
d) Tim Pengaduan menyelesaikan permasalahan sampa1 

tuntas dan mendapatkan solusi 
2. Penyampaian Pengaduan Melalui Media. 

a) Pelanggan menyampaikan Pengaduan bisa melalui : 
l) website :http://disdukcapil.pekalongankota.go.id 
2) email :pengaduan.dukcapi133 75@gmail.com 
3) twitter: disdukcapilkotapkl 
4) instagram : disdukcapilkotapkl 
5) facebook : Disdukcapil Kota Pekalongan 
6) wha~app:085640557650 

b) Pengaduan disampaikan ke Tim Pengaduan dijawab 
maksimal 1 x 24 jam 

c) Jawaban disampaikan melalui media yang dipakai oleh 
para pemohon/ sms/ telepon/ media sosial. 

d) Apabila belum bisa selesai maka pemohon bisa 
bertemu langsung dengan Tim Pengaduan sampru 
mendapatkan solusi. 

1. Meja Kerja 
2. Kursi Tamu 
1. S1 
2. Mampu berkomunikasi dengan baik 
3. Memiliki pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 
Pengawasan Internal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Pekalongan 
Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

Jaminan Pelayanan 

Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 

Pelayanan 

Evaluasi Kinerja 

Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya 

1. Lingkungan aman 
2. Kondisi ruangan nyaman 

Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan 



Satuan Kerja 

Unit Kerja 

Jenis Pelayanan 

NO. KOMPONEN 

1. Dasar Hukum 

DIN AS KEPENDUDUKAN DAN PEN CAT AT AN SIP IL KOT A 
PEKALONGAN 

BID ANG PELA YANAN PENCAT AT AN SIP IL 

PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL 

URAlAN 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana tel ah di ubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 

Kelahiran; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

1 0.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 



NO. KOMPONEN 

2. Persyaratan 

3. Prosedur 

4. 

5. 

7. 

8. 

W aktu Pelayanan 

Biaya Pelayanan 

Produk Pelayanan 

Pengelolaan 
Pengaduan 

URAJAN 

a. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunya1 
kekuatan hukum tetap dengan menunjukkan yang asli; 

b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan 
c. fotocopy KK. 

a. Pemohon datang ke Disdukcapil membawa persyaratan lengkap 
dan benar; 

b. Pemohon mengisi formulir dan diserahkan ke petugas untuk di 
eek. 

c. Petugas pendaftaran memverifikasi data apabila berkas belum 
lengkap dan tidak benar maka akan dikembalikan ke pemohon, 
jika sudah benar didaftar, 

d. Pemohon diberi tanda terima pengambilan; 
e. Petugas menyerahkan berkas ke operator; 
f. Operator membuat surat keterangan pembatalan akta 

pencatatan sipil dan menyerahkan berkas ke Kepala Bidang; 
g. Kepala Bidang memverifikasi data, jika sudah sesuai diajukan 

kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi, jika belum sesuai 
dikembalikan untuk diperbaiki oleh operator; 

h. Kepala Dinas menandatangani berkas; 
i. Petugas pengambilan menyerahkan surat keterangan 

pembatalan akta pencatatan sipil kepada pemohon. 
6 (Enam) hari seminggu, Penyelesaian 5 (lima) hari kerja 
- Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 
- Jumat Pukul 08.00 s.d. 10.30 WIB 
- Sabtu Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB 
Gratis 

Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 
a. Pengaduan Langsung 

l. Telepon (0285) 422814 
2. Pengaduan langsung kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota 

Pekalongan atau Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan 
Sipil - JI. Majapahit No. 18 Pekalongan 

b. Penyampaian Pengaduan 
l . Penyampaian Pengaduan Langsung. 

a) Pemohon menyampaikan Pengaduan langsung ke 
petugas 

b) Petugas merespon Pengaduan pemohon sampai 
mendapatkan solusi 

c) Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, 
maka Pengaduan diteruskan ke Tim Pengaduan 

d) Tim Pengaduan menyelesaikan permasalahan sampai 
tuntas dan mendapatkan solusi 

2. Penyampaian Pengaduan Melalui Media. 
a) Pelanggan menyampaikan Pengaduan bisa melalui : 

1) website: http://disdukcapil.pekalongankota.go.id 



NO. KOMPONEN URAJAN 

2) email : ~ngaduan.dukca12il3375@gmail.com 
3) twitter : disdukcapilkotapkJ 
4) instagram : disdukcapilkotapkl 
5) facebook : Disdukcapil Kota Pekalongan 
6) whatsapp : 085640557650 

b) Pengaduan disampaikan ke Tim Pengaduan dijawab 
maksimal I x 24 jam 

c) Jawaban disampaikan melalui media yang dipakai oleh 
para pemohon/ sms/ telepon/ media sosial. 

d) ApabiJa belum bisa selesai maka pemohon bisa 
bertemu langsung dengan Tim Pengaduan sampa1 
mendapatkan solusi. 

8. Sarana dan Prasarana I. Meja Kerja 
2. Kursi Tamu 

9. Kompetensi I. SI 

Pelaksana 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 
3. Memiliki pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

10. Pengawasan Internal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekalongan 

11. Jumlah Pelaksana 6 ( enam) orang 

12. Jaminan Pelayanan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya 

13. J aminan Keamanan 1. Lingkungan aman 

dan Keselamatan 2. Kondisi ruangan nyaman 

Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan 



SatuanKerja 

UnitKerja 

Jenis Pelayanan 

NO. KOMPONEN 

1. Dasar Hukum 

2. Persyaratan 

DIN AS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT AN SIPJL KOT A 

PEKALONGAN 

BID ANG PELA YANAN PEN CAT AT AN SIPJL 

PEMBETULAN AKTA PENCAT AT AN SIPIL 

URAIAN 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar 

Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor I 08 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

1 0.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

a. fotokopi putusan pengadilan dengan menunjukkan yang asli; dan atau 

b. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta 

Pencatatan Sipil; 

c. kutipan akta Pencatatan Sipit 

d. KTP-el dan KK pemohon. 



NO. KOMPONEN 

3. Prosedur 

4. Waktu Pelayanan 

5. 

6. 

7. 

Biaya Pelayanan 

Produk Pelayanan 

Pengelolaan 

Pengaduan 

URAIAN 
a. Pemohon datang ke Disdukcapil membawa persyaratan lengkap dan benar; 
b. Pemohon mengisi formulir dan diserahkan ke petugas untuk dicek; 
c. Petugas pendaftaran memverifikasi data apabila berkas belwn lengkap dan 

tidak benar maka akan dikembalikan ke pemohon, j ika sudah benar didaftar; 
d. Pemohon diberi tanda terima pengambilan; 
e. Petugas menyerahkan berkas ke operator; 
f. Operator merekam dalam database kependudukan; 
g. Operator menyerahkan berkas ke Kepala Bidang; 
h. Kepala Bidang memverifikasi data, jika sudah sesuai diajukan kepada Kepala 

Dinas untuk diverifikasi, jika belwn sesuai dikembalikan untuk diperbaiki 
oleh operator; 

1. Kepala Dinas menandatangani berkas secara elektronik atau basah; 
J. Operator mencetak dokumen yang telah di TIE oleh Kepala Dinas dan 

diserahkan kepada petugas pengambilan; 
k. Petugas pengambilan menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada 

pemohon. 

6 (Enam) hari seminggu, Penyelesaian5 (lima) hari kerja 
- Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 
- Jwnat Pukul 08.00 s.d 10.30 WIB 
- Sabtu Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB 

Gratis 

Akta Pencatatan Sipil 

a. Pengaduan Langsung 
1. Telepon (0285) 422814 
2. Pengaduan langsung kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota Pekalongan 

atau Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil - JI. Majapahit No. 18 
Pekalongan 

b. Penyampaian Pengaduan 
I . Penyampaian Pengaduan Langsung. 

a) Pemohon menyampaikan Pengaduan langsung ke petugas 
b) Petugas merespon Pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 
c) Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka 

Pengaduan diteruskan ke Tim Pengaduan 
d) Tim Pengaduan menyelesaikan pennasalahan sampai tuntas dan 

mendapatkan solusi 
2. Penyampaian PengaduanMelalui Media 

a) Pelanggan menyampaikan Pengaduan bias melalui: 
1) website: http://disdukcapil.pekalongankota.go.id 
2) email : pengaduan.dukcapi13375@gmail.com 
3) twitter: disdukcapilkotapkl 
4) instagram : disdukcapilkotapkl 
5) facebook: Disdukcapil Kota Pekalongan 
6) whatsapp : 085640557650 

b) Pengaduan disampaikan ke Tim Pengaduan dijawab maksimal I x 24 
jam 

c) Jawaban disampaikan melalui media yang dipakai oleh para 



NO. KOMPONEN URAIAN 

pemohon/ sms/ telepon/ media sosial. 
d) Apabila belum bisa selesai maka pemohon bias bertemu Iangsung 

dengan Tim Pengaduan sampai mendapatkan solusi. 

8. Sarana dan Prasarana 1. Meja Kerja 
2. Kursi Tamu 

9. Kompetensi Pelaksana 1. SI 
2. Mampu berkomunikasi dengan baik 
3. Memiliki pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 

10. Pengawasan Internal Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Pekalongan 

11. J umlah Pelaksana 6 ( eoam) orang 

12. Jaminan Pelayanan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya 

13. J aminan Keamanan 1. Lingkuogan aman 

dan Keselamatan 2. Kondisi ruangan nyaman 

Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan 



Satuan Kerja 

UnitKerja 
Jenis Pelayanan 

NO. KOI\.1PONEN 

J. Dasar Hukum 

2. Persyaratan 

DIN AS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL KOT A 

PEKALONGAN 

BID ANG PELA YANAN PENCAT AT AN SIPIL 

PENCAT AT AN PERISTIW A PENTING LAINNY A 

URAIAN 

J. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjacli Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah cliubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk clan Pencatatan Sipil; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur clilingkungan Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Aleta Kelahiran; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Peodaftaran 

Penduduk clan Pencatatan Sipil; 

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

a. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa 

Penting lainnya dengan menunjukkan yang asli; 



NO. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

KOMPONEN 

Prosedur 

Waktu Pelayanan 

Biaya Pelayanan 

Produk Pelayanan 

Pengelolaan 

Pengaduan 

URAIAN 

b. kutipan akta Pencatatan Sipil asli; dan 

C. KK. 

a. Pemohon datang ke Disdukcapil membawa persyaratan lengkap 
dan benar; 

b. Pemohon mengisi formulir dan diserabkan ke petugas untuk dicek. 
c. Petugas pendaftaran memverifikasi data apabila berkas belum 

lengkap dan tidak benar maka akan dikembalikan ke pemohon, 
jika sudah benar didaftar; 

d. Pemohon diberi tanda terima pengambilan; 
e. Petugas menyerahkan berkas ke operator; 
f. Operator merekam dalam database kependudukan; 
g. Operator menyerahkan berkas ke Kepala Bidang; 
h. Kepala Bidang memverifikasi data, jika sudah sesuai diajukan 

kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi, jika belum sesua1 
dikembalikan untuk diperbaiki oleh operator, 

1. Kepala Dinas menandatangani berkas; 
J. Petugas pengambilan menyerahkan Kutipan Akta pencatatan sipil 

kepada pemohon. 

6 (Enam) hari seminggu, Penyelesaian 5 (lima) hari kerja 
- Senin s.d. Kamis PukuJ 08.00 s.d. 14.00 WIB 
- Jumat Pukul 08.00 s.d. 10.30 WlB 
- Sabtu PukuJ 09.00 s.d. 12.00 WIB 

Gratis 

Kuti pan Akta Pencatatan Sipil yang sudah diberikan catatan pinggir 

a. Pengaduan Langsung 
1. Telepon (0285) 422814 
2. Pengaduan langsung kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota 

Pekalongan atau Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil -
JI. Majapahit No. 18 Pekalongan 

b. Penyampaian Pengaduan 
1. Penyampaian Pengaduan Langsung. 

a) Pemohon menyampaikan Pengaduan langsung ke petugas 
b) Petugas merespon Pengaduan pemohon sampai 

mendapatkan solusi 
c) Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka 

Pengaduan diteruskan ke Tim Pengaduan 
d) Tim Pengaduan menyelesaikan permasaJahan sampai 

tuntas dan mendapatkan solusi 
2. Penyampaian Pengaduan Melalui Media. 

a) Pelanggan menyampaikan Pengaduan bisa melaJui : 
1) website : http://disdukcapil.pekalongankota,go.id 
2) email : pengaduan.dukcapil3375@gmail.com 
3) twitter : disdukcapilkotapkl 
4) instagram : disdukcapilkotapkl 
5) facebook : Disdukcapil Kola Pekalongan 



NO. KOMPONEN URAIAN 

6) whatsapp : 085640557650 
b) Pengaduan disampaikan ke Tim Pengaduan dijawab 

maksimal l x 24 jam 
c) Jawaban disampaikan melalui media yang dipakai oleh 

para pemohon/ sms/ telepon/ media sosial. 
d) Apabila belum bisa selesai maka pemohon bisa bertemu 

langsung dengan Tim Pengaduan sarnpai mendapatkan 
solusi. 

8. Saranadan l. Meja Kerja 
Prasarana 2. Kursi Tamu 

9. Kompetensi 1. SI 

Pelaksana 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 
3. Memiliki pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

10. Pengawasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan 
Internal 

11. Jumlah Pelaksana 6 ( enarn) orang 

12. Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya 
Pelayanan 

13. Jaminan 1. Lingkungan aman 
Keamanan dan 2. Kondisi ruangan nyarnan 

Keselamatan 

Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan 


























































































